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Kasus Posisi:





Pada 25 April 1992 di Jakarta telah didirikan Organisasi Buruh bernama: S.B.S.I. (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), dimana Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA., yang berprofesi sebagai dosen Perguruan Tinggi Swasta dan Advokat di Jakarta diangkat sebagai ketua umumnya.





Dikota Medan, juga dibentuk DPC SBSI Medan yang pengurusnya diketuai oleh Amosi Tiloum Beuna.  Diberbagai Kota, di Indonesia juga dibentuk cabang SBSI.





Pada 1992, Ketua Umumnya mendaftarkan Organisasi SBSI, di Dirjen Sospol Dept. Dalam Negeri, dilanjutkan pula di Departemen Tenaga Kerja RI.  Dalam bulan Agustus 1994, Dept. Dalam Negeri mengumumkan Organisasi Buruh SBSI tidak termasuk didalamnya.





Organisasi Buruh/Pekerja yang terdaftar adalah S.P.S.I yang diakui Pemerintah sebagai Organisasi yang berhak, mewakili para pekerja, yang didirikan pada tahun 1975 dengan nomor pendaftaran 2236/1975.  Sedangkan Organisasi buruh SBSI, tidak terdaftar pada Dirjen Sospol Dept. Dalam Negeri dan Dept. Tenaga Kerja.





Ketua Umum SBSI pada April 1993 datang ke Medan mengadakan latihan Kepemimpinan (Leadership Training Course) SBSI dan memberi ceramah kepada pengurus dan anggota SBSI dengan mengatakan sebagai berikut:





-	SBSI merupakan wadah yang legal dan sah.


-	Apabila musyawarah tidak tercapai, maka barulah berhak melakukan mogok dan/unjuk rasa.





-	Ganasnya Militer di Medan dalam menangani persoalan buruh.





Dalam pertemuan dengan pengurus DPC-SBSI medan bulan Desember 1993, Ketua Umum SBSI (Sarekat Buruh Sejahtera Indonesia) Dr. M. Pakpahan mengatakan:





-	Agar buruh menuntut Perusahaan dan menyerukan mogok dan unjuk rasa, tidak perlu minta izin ke Kepolisian, cukup hanya melapor.





-	Upah/gaji buruh sudah tidak sesuai lagi untuk hidup layak seharusnya dinaikan dari Rp. 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari.





-	SBSI sudah biasa berperan, jika terjadi unjuk rasa, dimana-mana.





-	SBSI sudah memenuhi Undang-Undang atau syarat mendirikan sebuah Ormas.





Pada 28 Januari 1994, Ketua Umum SBSI tersebut membuat selebaran yang berjudul: “Seruan Mogok/Unjuk Rasa” yang ditujukan kepada seluruh anggota SBSI seruan tersebut berisi tulisan:





-	Saudara Menteri Tenaga Kerja RI., mempermainkan nasib buruh Indonesia dengan mengeluarkan dua SK saling mengacaukan, yaitu:





	1.	SK. No. KEP 15.A/MEN/1994, tanggal 4 Januari 1994 yang berisi: Memberi kebebasan buruh untuk berserikat diluar SPSI





	2.	PERMEN No. 01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 yang berisi SPSI adalah satu-satunya organisasi pekerja ditingkat perusahaan maupun nasional, yang bertentangan dengan Undang-Undangn No. 18/Tahun 1956 dan Undang-Undangn No. 21/1954.





-	Ketidak konsistennya Menteri Tenaga Kerja tersebut, SBSI terpaksa menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk mogok/unjuk rasa pada 11 Februari 1994 di tempat masing-masing dengan seruan agar kaum buruh menggalang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan:





a.	Kebebasan berserikat bagi buruh


b.	Upah minimum Rp. 173.500/bulan atau Upah Rp. 7.000/hari


c.	SBSI telah memenuhi Undang-Undang


d.	Semua tuntutan tersebut berlaku 1 April 1994





Pada 2 April 1994, di Kantor LBH Pematang Siantar diadakan pertemuan dengan para pekerja dan para pengurus DPC SBSI Medan, ketua umumnya, Dr. M. Pakpahan menyatakan:





Agar lebih aktif memanfaatkan wadah SBSI melakukan aksi unjuk rasa:





Dalam rangka memperingati HUT ke II SBSI Ketua Umumnya Dr. M. Pakpahan membuat surat kepada seluruh Ketua DPC SBSI se Indonesia yang isinya agar naskah pidato ketua umum SBSI dibacakan pada perayaan HUT SBSI.  Naskah pidato tersebut berisi tulisan antara lain:





a)	Membebaskan buruh dari perlakuan sewenang-wenang, sehingga ia dapat hidup sejahtera.





b)	Buruh terlalu lama di exploitasi, diberi upah murah, dan dikekang kebebasannya, buruh memikul beban berat dan dapat disalurkan melalui proses unjuk rasa nasional.





Naskah pidato ketua umum SBSI tersebut diatas diberi lampiran: Surat Edaran DPPSBSI No. 01/E/SBSI/III/1994, yang ditandatangani ketua umum DPP SBSI yang berisikan seruan:





a.	Menuntut agar 1 April 1994 Pemerintah secara konsekwen melaksanakan Pasal 28 UUD 1945 jo UU No. 8/1985 jo UU No. 18/Tahun 1956 dan UU No. 21/1954 yaitu: Buruh bebas mendirikan serikat buruh, bebas menjadi anggota salah satu serikat buruh.





b.	Menuntut agar diberlakukan Upah hidup yang layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000/hari.





c.	SBSI akan berdaya upaya berjuang mencapai tujuan diatas, yang bila perlu akan mengorganisir mogok secara nasional.  Apakah saudara setuju dengan SBSI?  Bila setuj8u kirimkan komentar saudara ke Sekretariat SBSI, terdekat.  Nama dan alamat akan kami rahasiakan.





Pada 10 April 1994 bertepat di YPKS Medan, diadakan pertemtuan pengurush DPC SBSI Medan dengan utusan para buruh dari 23 Perusahaan untuk membicarakan, mematangkan dan memantapkan rencana unjuk rasa yang telah disepakati untuk dilaksanakan 14 April 1994, sesuai dengan seruan mogok/unjuk rasa dalam surat selebaran tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat oleh Ketua Umum SBSI.





Pada tanggal 14 April 1994 di Kodya Medan, 20.000 buruh berkumpul dilapangan Merdeka Medan, selanjutnya mereka bergerak menuju ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan membawa poster dan sepanduk yang berisikan kata-kata sbb:





a)	Kebebasan berserikat bagi kaum buruh


b)	Naikkan Upah Buruh


c)	Tuntaskan kasus kematian buruh Rusli


d)	Selesaikan masalah PHK di PT Korek Api Deli


e)	SBSI, Yes.  SPSI, No.





Untuk rasa tanpa izin Polisi ini, mengakibatkan lalu lintas menjadi macet, masyarakat jadi terganggu.





Karena Delegasi Unjuk Rasa kaum Buruh tidak dapat bertemu Gubernur Sumatera Utara, maka pengunjuk rasa menjadi kecewa dan marah, selanjutnya mereka pulang ketempat kerjanya masing-masing.





Dalam perjalanan pulang saat melalui sederatan perkantoran, pertokoan di Jalan Yos Sudarso, Pulo Brayan Medan, para pengunjuk rasa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah, toko, kantor, pabrik dan kendaraan mobil/sepeda motor.  Peristiwa ini mengakibatkan timbulnya keresahan, kekacauan dan huru hara pada hari unjuk rasa kaum buruh tsb.





Dengan terjadinya unjuk rasa di Medan tersebut, maka Ketua Umum SBSI ditangkap dan ditahan yang berwajib.





Muchtar Pakpahan yang kemudian diadili di Pengadilan Negeri Medan didakwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana Penghasutan secara berlanjut dan menyebar luaskan tulisan yang isinya menghasut masyarakat.  Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu Dr. Muchtar Pakpahan pada pokoknya sbb:





Dakwaan Pertama : pasal 160 jo 64 (1) KUHP





“Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan kepada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menuruti peraturan Undang-Undang atau Pemerintah yang sah yang diberikan menurut peraturan Undang-Undang”.





Dakwaan Kedua : Pasal 161 (1) KUHP





“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum, tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang Penguasa Umum dengan kekerasan atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal diatas (Pasal 160, red) dengan maksud supaya isi yang menghasutkan diketahui atau lebih diketahui oleh umum,.... dst.





Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya, telah menuntut agara supaya terdakwa Muchtar Pakpahan oleh Pengadilan Negeri dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, ex Pasal 160 jo 64 (1) KUHP dan dalam dakwaan kedua ex pasal 161 (1) KUHP.  Karena kesalahan ini, hendaknya terdakwa dijatuhi pidana penjara selam 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara serta terdakwa tetap berada dalam tahanan.





PENGADILAN NEGERI





Hakim pertama yang mengadili perkara ini, membuktikan dakwaan atas terdakwa Muchtar Pakpahan dengan pertimbangan hukum, yang pada pokoknya sbb:





Unsur Pasal 160 KUHP dalam Dakwaan kesatu antara lain:





1.	Barang Siapa


2.	Dimuka Umum


3.	Dengan lisan atau tulisan


4.	Menghasut supaya:





	a.	Melakukan perbuatan pidana


	b.	Melakukan kekerasan kepada penguasa umum, atau


	c.	Tidak menuruti ketentuan UU maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan UU





Ad. 1.  Unsur ini menunjukkan: subjek hukum, yakni orang yang diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu: terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA dengan fakta ini, unsur ke 1 terpenuhi.





Ad 2.  Yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat yang lebih sempit dari tempat terbuka atau secara terang-terangan, masyarakat harus dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum itu.  Terdakwa membuat surat dan mengucapkan kata-kata yang bersifat menghasut orang di:





-	Aula GKPS Pematang Siantar, dihadiri 100 orang





-	Kantor DPC - SBSI Jl. Mangaan III Pasal II Lorong Benteng No. 106 Medan, dihadiri 50 orang





-	Kantor Pematang Siantar, dihadiri 10 orang





-	Kantor DPP SBSI Jl. Kayu Ramin 32 Jakarta Timur, membuat dan menandatangani surat seruan unjuk rasa dan mogok tanggal 28 Januari 1994, dikirim dan disebarkan ke DPC SBSI se Indonesia, membuat, menandatangani naskah pidato HUT ke II SBSI dikirim ke DPC SBSI se Indonesia.





Pada tempat-tempat itu, orang dapat datang dan mendengarkan terdakwa mengucapkan kata-kata yang sifatnya menghasut, fakta ini memenuhi unsur kedua.





Ad. 3.  Pada tempat-tempat yang dikemukakan pada pertimbangan unsur kedua; Terdakwa berbicara pada orang-orang yang hadir dengan kata-kata menghasut, juga membuat surat dan tulisan yang isinya menghasut kemudian mengirimnya keseluruh DPC SBSI se Indonesia.  Peraturan terdakwa tersebut memenuhi unsur keempat.





Ad. 4.  Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dnegan menghasut.  Mengenai pengertian “menghasut” ini, Majelis merujuk pada berbagai sumber sbb:





-	Kamus bahasa Indonesia (WJS. Paerwodarminto, hal 349) menjelaskan: menghasut, sebagai membangkitkan hati orang lain supaya marah, melawan, berdebat, dsb.





-	KUHP penjelasan pasal 160 KUHP (R. Soesilo), mengartikan sebagai: mendorong, mengajak, membangkitkan/atau membakar semangat orang lain, supaya berbuat sesuatu.





-	Prof. Noyon Langemaiyer mengartikannya : sebagai usaha menyakinkan orang lain dengan cara memberikan gambaran sedemikian rupa, tentang pertentangan hal-hal yang diinginkan (Noyon Langemaiyer) : het wet book I hal. 597.





Sedangkan pengertian juridis lainnya sbb:





-	Kekuasaan Umum adalah : orang yang ditugaskan menjalankan Pemerintahan di Pusat dan di Daerah





-	Peraturan perundang-undangan : semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif di pusat dan di daerah





-	Jangan menurut perintah yang sah yang diberikan : adalah pemerintah itu sah dan diberikan menurut UU, jadi bila diberikan oleh pemerintah yang tidak berhak untuk memberi perintah, maka tidak termasuk dalam pasal ini.





Majelis akan memeriksa ucapan-ucapan terdakwa yang dinilai “menghasut” dengan merujuk pada rumusan tersebut diatas.  “ SBSI adalah “ wadah legal, sah menurut hukum, kalau mereka tidak mengakui SBSI, mereka melanggar Undang-Undang”.  Sebuat ORMAS termasuk Organisasi Buruh adalah “ Sah menurut hukum, jika telah sesuai dengan UU yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 8/Tahun 1985 tentang organisasi massa dan Undang-Undang No. 14/Tahun 1969 lembaran negara 1909 - 55 dan Peraturan Menakertaskop.no.per.01/Men/1973.





Menurut Pasal 8 dari UU No. 8/Tahun 1985 ditentukan “ Ormas harus terhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan sejenis, sesuai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi tersebut.  Hal ini telah disetujui terdakwa dengan “pembinaan” diganti dengan “pengawasan”.  Jadi, Mendagri tidak melakukan pembinaan terhadap Ormas, melainkan hanya melakukan pengawasan.  Berdasarkan pengakuan terdakwa, keterangan ahli saksi, dan ketentuan-ketentuan tersebut dimuka, SBSI belum sah menurut UU, sebagai Ormas maupun sebagai Organisasi buruh.





Pasal 28 UUD 45 memberikan kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi dengan cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.   Para buruh bebas dan berhak untuk membentuk organisasi buruh, tetapi tergabung dalam SPSI.  Jika SPSI belum berjalan baik, harus diupayakan perbaikannya sesuai peraturan.





Pengertian “mereka” dalam kata-kata dan tulisan terdakwa yang mengatakan : “kalau mereka tidak mau mengakui SBSI, merekalah yang melanggar hukum”.  “Mereka” dalam kata itu tidak dijelaskan, tetapi majelis memperkirakan yang dimaksud adalah = Pemerintah.  Terdakwa menuduh, pemerintah telah melanggar UU berupa hasutan kepada anggota dan simpatisan SBSI, tidak menghormati dan tidak mengakui Pemerintah.  Perbuatan terdakwa ini menyuruh orang lain melanggar Undang-Undang, karenan pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan UU, bukan berdasarkan atas kemauannya sendiri.





“Upah Minimum Regional (UMR) Rp. 3.100,-/hari tidak sesuai lagi dengan biaya hidup sekarang, harus dituntut upah hidup yang layak Rp. 173.500/ bulan atau Rp. 7.000,-/hari untuk seorang Lajang.”





Tuntutan kenaikan upah itu merupakan hasutan untuk menyuruh anggota dan simpatisan SBSI tidak mematuhi UU.  (dhi. Keputusan Menaker untuk penentuan upah buruh) menyuruh untuk supaya melakukan tindak pidana serta tidak mematuhi perintah jabatan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang.





Upah sebesar Rp. 7.000,-/hari, hasil kajian Balitbang pengupahan SBSI tidak realistis diterapkan pada perusahaan menengah dan kecil, mengingat permodalannya masih mengharapkan kredit perbankan.  Jika hal itu diterapkan akan menyebabkan kepailitan perusahaan dan pengangguran.  Agar tidak menimbulkan gejolak, upaya perbaikan upah buruh harus melalui jalur hukum.





Terdakwa telah mengatakan bahwa ABRI di sumut ganas-ganas dan berkolusi dengan pengusaha dan preman serta selalu berpihak kepada pengusaha.  Di Jakarta dan di Jabar tidak banyak terjadi mogok/unjuk rasa, karena PANGDAM nya sanggup mengantisipasi keadaan dan lebih banyak berpihak kepada buruh.  Di Sumut sebaliknya, ABRI tidak tanggap, ucapan ini bersifat menghasut, supaya orang melawan kepada ABRI, juga merupakan penghinaan, menuduh ABRI tidak menjalankan tugasnya dengan baik.  Perbuatan terdakwa yang menghasut untuk menghina pemerintah diancam Pasal 154 KUHP.





Kalau terjadi perselisihan dengan pengusaha, lakukan musyawarah dan kalau tidak ada penyelesaian lakukan mogok dan unjuk rasa serta tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, dengan kata-kata ini juga bersifat menghasut, dan sangat berbahaya.





Kata-kata dan kalimat isi surat terdakwa tanggal 18 Januari 1994 yang bersifat menghasut adalah: Menaker Abd. Latief mempermainkan nasib buruh dengan mengeluarkan dua SK yang saling mengacaukan, yakni SK No. Kep. 15A/Men/1994 dan PERMEN No. 1 Per. 01/Men/1994 tanggal 17/1/1994.  (Surat terdakwa tanggal 18/1/1994).  Terdakwa juga menyerukan (persurat) kepada seluruh anggota dan simpatisan SBSI untuk mogok dan unjuk rasa tanggal 11/2/1994 jam 08.00-09.00 untuk memperjuangkan tuntutan buruh, berupa:





-	Kebebasan berorganisasi bagi buruh dengan mencabut Permen No. Per 01/Men/1994





-	Upah minimum Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari





-	SBSI sah menurut Undang-Undang





-	Semua tuntutan diberlakukan 1/4/1994 - awal PJPT II





Kalimat-kalimat ini bersifat menghasut, mengajak anggota dan simpatisan SBSI menilai Menaker tidak Concern terhadap kesejahteraan buruh.  Hasutan ini sangat berbahaya karena jiak semua yang membacanya melakukan mogok dan unjuk rasa, maka akan dapat mengganggu perekonomian dan keamanan nasional yang dapat mempengaruhi pembangunan.





Isi naskah pidato HUT SBSI tanggal 25 April 1994 dan Surat Edaran terdakwa No. 75/E/SBSI/1994, 8/4/1994 yang berbunyi diantaranya:





-	Bebaskan buruh tindakan sewenang-wenang, sehingga dapat hidup layak sejahtera.





-	Buruh sudah terlalu lama di exploitasi, dikekang kebebasannya.





-	Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat disalurkan melalui protes unjuk rasa.





-	Sudah waktunya kita mengubah sistem pengupahan dari upah minimum menjadi upah dasar kebutuhan hidup yang layak.





-	Saat ini Aset Nasional 75% dikuasai oleh 200 konglomerat, sementara 7% upah buruh dalam biaya produksi 25-30% biaya siluman.





-	Kalau sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi Undang-Undang.





Kalimat-kalimat yang bersifat menghasut bila diucapkan dalam rapat/pertemuan terbuka dengan semangat dan gaya hebat, maka buruh akan bangkit semangatnya mengadakan protes kepada Pemerintah.





Para buruh umumnya berpendidikan rendah, sehingga tidak berfikir akan kebenaran isi pidato terdakwa.  Isi pidato terdakwa yang bersifat menghasut tersebut akan diterima oleh buruh sebagai sesuatu yang benar, mereka akan menjunjung terdakwa dan SBSI sebagai pembela buruh.





Dari pertimbangan hukum diatas, maka terbukti sah unsur menghasut, sebagai unsur dalam Pasal 160 KUHP.





Pasal 64(1) KUHP mengatur beberapa tindak pidana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan syarat-syarat :





-	Beberapa tindak pidana itu harus timbul dari kehendak yang satu.





-	Semua tindak pidana tersebut, harus sama atau sejenis.





-	Jangka waktu terjadi semua tindak pidana itu tidak terlampau lama





Tindak pidana penghasutan dengan lisan tersebut terjadi:





-	Tanggal 9-11 Desember 1993 di GKPS Pematang Siantar


-	Desember 1993 di Kantor DPC SBSI Jl. Mangaan III Lorong Benteng 106 Medan


-	26 Maret 1994 di Kantor LBH Pematang Siantar


Tindak Pidana penghasutan dengan tulisan terjadi:





-	28 Januari 1994 di Kantor Pusat DPP SBSI Jl. Kayu Ramin NO. 32 Jakarta Timur


-	25 April dan 8 April 1994 di Kantor DPP SBSI Jl. Kayu Ramin No. 32 Jakarta Timur





Penghasutan dilakukan untuk mewujudkan cita-citanya terhadap organisasi SBSI.  Semua tidak pidana yang terdakwa lakukan sama jenisnya, yaitu penghasutan waktu terjadinya dalam jangka waktu yang tidak terlampau lama.  Semua terjadi dalam Dsember 1993 sampai dengan April 1994.  Dengan demikian Pasal 64 (1) KUHP telah terbukti.





Naskah pidato HUT II SBSI tidak diterima DPC SBSI Medan karena Polisi dari Kantor Pos.  Jadi dengan tidak tersebarnya naskah tersebut, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili tindak pidana ini.  Pengadilan Jakarta Timur lebih berwenang mengadilinya.





Tentang Dakwaan kedua, melanggar Pasal 161 (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur:





1.	Barang siapa


2.	Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum suatu hasutan


3.	Menghasut


	a.	Supaya melakukan perbuatan


	b.	melakukan kekerasan kepada penguasa umum atau,


	c.	tidak menuruti, baik ketentuan UU maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan UU


4.	Dengan maksud supaay isi hasutan diketahui atau lebih diketahui oleh umum.





ad. 1.  Pertimbangan majelis, merujuk pada pertimbangan unsur dakwaan kesatu.





ad. 2.  Penjelasan Pasal 161 KUHP menerangkan:





-	Menyiarkan, yaitu: harus tersiar dalam lingkungan, yang luas lebih dari satu tempat


-	Dipertontonkan yaitu: dipamerkan, diperlihatkan pada banyak orang


-	Menempelkan yaitu: ditempelkan yang dapat dibaca orang





Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Seruan Unjuk Rasa dan disebarkan ke 97 DPC SBSI atas perintah terdakwa disebarkan kepada seluruh buruh dan ditempelkan di Kantor DPC SBSI di Medan.  Naskah pidato HUT SBSI ke II yang dikirimkan untuk DPC SBSI Medan, kemudian diperbanyak dan disebarkan kepada semua buruh dan pekerja, fakta ini memenuhi unsur kedua.





ad. 3. Unsur “menghasut” merujuk kepada pertimbangan unsur menghasut pada Pasal 160 KUHP dalam dakwaan pertama.





ad. 4.  Naskah pidato HUT SBSI, tidak tersiar di Medan, namun didaerah-daerah lain, DPC SBSI diseluruh Indonesia telah tersiar setelah dibacakan oleh mereka yang diberi wewenang oleh terdakwa, sehingga para buruh yang hadir antara lain HUT II SBSI telah mendengarnya.  Fakta tersebut telah memenuhi unsur keempat, dengan maksud supaay diketahui isinya atau lebih diketahui umum.  Unsur keempat sudah terbukti secara sah menurut hukum.





Tindak pidana penghasutan merupakan delict formil, yaitu setelah selesai diucapkan kata-kata yang menghasut itu, dan ada orang yang mendengarnya, maka delict tersebut telah selesai.  Bahwa adapun akibatnya yakni: orang yang dihasut tersebut sungguh melakukan tindak pidana yang dihasut tidak merupakan unsur atau syarat.





Dengan pertimbangan diatas, Pasal 161 (1) KUHP, dakwaan kedua telah terbukti dengan sah menurut hukum.





Akhirnya Hakim pertama memberikan putusan sebagai berikut :





1.	Menyatakan terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA. terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan:





	I.	“Menghasut yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut”, (diatur dan diancam Pasal 160 jo 64 (1) KUHP).





	II.	Menyebarluaskan tulisan yang isinya menghasut, (diatur dan diancam Pasal 161(1) KUHP).





2.	Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.





3.	Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.





4.	dan seterusnya .......... dan seterusnya.








PENGADILAN TINGGI





Terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA. dan kuasa hukumnya menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan.





Hakim banding setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya berpendapat bahwa hal-hal yang diajukan dalam memori banding tersebut tidak ada yang dapat melemahkan putusan, hakim pertama, keduanya memori banding tidak dipertimbangkan lebih lanjut.





Putusan Hakim pertama, dinilai telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan PT sendiri.  Hanya mengenai lamanya pidana, Pengadilan Tinggi menganggap tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa.  Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat yang seharusnya pelaksanaan pembangunan PJP II diperlukan kestabilan dan ketentraman dalam masyarakat.





Dengan alasan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding harus diperbaiki, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk selebihnya putusan hakim pertama aquo, dapat dikuatkan.





Akhirnya Majelis Hakim Banding memberi putusan sebagai berikut:





-	Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun





-	Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa





-	Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rutan





-	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan selebihnya





-	dan seterusnya








MAHKAMAH AGUNG





Terdakwa dan Penasehat hukumnya menolak putusan Pengadilan Tinggi yang membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri.  Dalam memori kasasi yagn disampaikan pada Mahkamah Agung, Kuasa Hukum terdakwa dan terdakwa Muchtar Pakpahan masing-masing mengemukakan keberatan-keberatan kasasi yang pada pokoknya menyatakan:





-	Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas terjadinya unjuk rasa tanggal 14/4/1994, meskipun tidak ada bukti dan sanksi yang menunjukkan keterlibatan terdakwa saat unjuk rasa terjadi.  Terdakwa berada di Jakarta dan mengetahuinya melalui pemberitahuan saksi dari telephone.  Disamping itu, Pengadilan telah salah menerapkan hukum, karena menganggap unjuk rasa buruh dalam memperjuangkan perbaikan nasibnya sebagai perbuatan pidana.  Pengadilan telah menafsirkan pengertian “umum” secara berlebihan dan menghilangkan batas “terbuka” dan “tertutup”, yang tidak sesuai dengan kenyataan dan harus dihubungkan dengan azas kebebasan untuk kemajuan bangsa. 





-	Semua kegiatan terdakwa sebelum tanggal 14/4/1994 tidak ada sangkut pautnya dengan unjuk rasa pada tanggal tersebut.  Pernyataan-pernyataan terdakwa merupakan pernyataan seorang intelektual yang berdasar hukum dan bertujuan memperbaiki taraf hidup buruh bukan menghasut.  Pidato HUT II SBSI dari terdakwa telah disita polisi sejak dari Kantor Pos, sehingga tidak pernah sampai ke DPC SBSI Medan.  Dengan demikian tidak mungkin isi pidato tersebut menghasut buruh.  Unjuk rasa terjadi karena Menaker mengeluarkan Permen No. Per. 01/Men/1994 yang diperuncing dengan meninggalnya aktivitis buruh, Rusli akibat tindakan pihak keamanan yang terlalu keras pada unjuk rasa 11/3/1994.  Untuk itu terdakwa menyatakan “bertanggung jawab” atas aksi unjuk rasa tanggal 14/4/1994 karena tanggung jawab sebagai Pimpinan Tertinggi SBSI mengingat pelakunya anggota SBSI dan melindungi yang tertangkap dari penyiksaan ABRI seperti terjadi sebelumnya.





Terlepas dari keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa putusan judex facti dinilai sebagai putusan yang salah menafsirkan unsur menghasut yang tidak banyak berubah dari faham, ketika Undang-Undangn Hukum Pidana dibuat 85 tahun lalu.





Dengan adanya perubahan pada tatanan kehidupan sos-pol yang sangat mendasar dalam jangka waktu begitu panjang, seharusnya Hakim menafsirkan U.U. mengikuti perubahan itu.  Maksud sebuah “kata” dapat ditafsirkan berubah mengikuti zamannya.





Dalam keputusannya Hakim seharusnya menerapkan Undang-Undangn sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir pada masalah atau problem (sosial) yang kongkrit yang harus diputus.





Sentral dari cara penfsiran ini bukan pada sistim Undang-Undang tetapi pada “masalah sosial” yang harus diselesaikannya.  Undang-Undangn hanyalah “acuan” untuk memecahkan masalah dan pedoman untuk mengambil putusan.





Dengan demikian, apakah ucapan atau tindakan terdakwa bersifat menghasut atau tidak harus dilihat dari segi pertimbangan atas semua kepentingan dan masalah sosial menjadi Sentral Penilaian.





Sejalan demgan meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagai hasil pembangunan ekonomi; pengaruh kuat globalisasi dan keterbukaan, proses pembangunan demokrasi mengarah terhadap pelaksanaan yang lebih berkualitas.





Dengan bertolak pada cara penafsiran dimuka, tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan terdakwa: menghasut.  Apalagi pada masa pemberdayaan peran dan fungsi organisasi Sos-Pol sedang giat dilakukan pda saat ini.





Unjuk rasa di Medan tanggal 14/4/1994 yang ekses-nya menimbulkan korban 


jiwa adalah diluar tanggung jawab terdakwa.  Dengan demikian terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang disebut dalam dakwaan ke 1 dan ke 2 oleh karena harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.





Dengan alasan juridis tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari terdakwa membatalkan keputusan judex facti dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut:





-	menyatakan terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA. tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua.





-	Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut.





-	Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.





-	dan seterusnya.





CATATAN





Dari putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:





Hakim dalam menafsirkan pasal-pasal KUHP untuk diterapkan pada kasus konkrit jangan terpaku pada faham atau pengertian dizaman kolonial saat KUHP tersebut dibuat 85 tahun yang lalu.  Tatanan dan suasana kehidupan sosial - politik di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang sangat mendasar.  Karena itu hakim seharusnya mengikuti setiap perubahan pada setiap zaman tersebut dalam melakukan penafsiran terhadap pengertian juridis yang ada dalam KUHP tersebut.





Yang menjadi titik sentral pada saat hakim menafsirkan ketentuan KUHP tersebut adalah : bukan pada sistem Undang-Undangnya, melainkan harus dipusatkan pada problem sosial yang harus diselesaikannya.





Berdasar pada:





1.	Hasil pembangunan dibidang ekonomi.





2.	Pengaruh arus kuat globalisasi dan keterbukaan.  Serta dalam era usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial-politik, sehingga proses pembangunan demokrasi telah memasuki tahap pelaksanaan demokrasi berkualitas, maka perbuatan terdakwa dalam kasus ini, seharusnya ditafsirkan : bukan merupakan perbuatan pidana menghasut, ex pasal 160 jo 64 KUHP.





Demikian Catatan atas kasus ini.











	





